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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kekuasaan dari 

seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah. Keberadaan anggota Dewan 

Perwakilan Daerah dalam melaksanakan fungsi legislasi tercantum pada Pasal 

22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Amandemen keempat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah normatif dengan menggunakan sumber data primer. 

Sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis, kemudian data itu 

dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa 

tugas dari anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah ikut membahas rancangan 

Undang- Undang tertentu yang berkaitan dengan kewenangan yang dimilikinya. 

Dalam melaksanakan tugasnya di bidang legislasi agar tidak terjadi berat 

sebelah antara tugas yang diemban oleh DPR dengan DPD dalam hal 

pembentukan suatu Undang-Undang, maka dalam peraturan yang ada tidak 

diatur dengan jelas mengenai kekuasaan yang dimiliki oleh DPD dalam hal 

legislasi khususnya apabila  dikaitkan antara Pasal 20 ayat (2) dengan Pasal 22D 

ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Kata kunci : Kekuasaan Dewan Perwakilan Daerah, Bidang Legislasi, UUD 

NRI Tahun 1945. 
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ABSTRACT  

This research aims to analyze the rule of a member of the Council of 

Representatives (DPD). The existance of DPD members in carrying out the 

function of legislation is listed in Article 22D of the Republic of Indonesia’s 

Constitution in 1945. The research methods used in this study are normative by 

using primary data sources.  

As a theoretical rationale, then the data is analyzed descriptively 

qualitatvely. Based on this research that the task of DPD members is to discuss 

the design of certain Laws related to the authority. In carrying out his duties in 

legislation so that is does not weight the task among the DPR and DPD in the 

formation of the Law, so in the regulation that is not regulated clearly about the 

power owned by DPD in terms of legislation, especially when associated 

between Article 20 Paragraph 2 and Article 22D Paragraph 2 of the Republic of 

Indonesia’s Contitution in 1945.  

Keywords : power regional representative, legislation, The Republic of 

Indonesia’s Contitution in 1945.  
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